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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian  

 Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara 

sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan secara 

bersama melalui perusahan yang mereka miliki secara bersama dan 

dikendalikan secara demokrasi. Nilai dari koperasi berdasarkan nilai-nilai 

swadaya atau menolong diri sendiri, demokrasi, kesamaan, keadilan dan 

solidaritas, dengan nilai dasar, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab 

serta peduli pada orang lain.
24

 

 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan.
25

 

 Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khusunya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membagun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat
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yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-

Undang Dasar1945.
26

 

 Rumusan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(UMKM) yaitu membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan 

koordinasi kebijakan di dibidang koperasi dan usaha mikro kecil dan 

menengah. 

1) Rincian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yaitu: 

a) Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi 

dan usaha kecil dan menengah. 

b) Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha 

kecil menengah 

c) Mengkoordinasi kegiatan operasional lembaga pengembangan 

sumber daya  ekonomi rakyat 

d) Mengkoordinasi dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana 

dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi 

dan usaha kecil menengah 

2) Wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

a) Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung 

pembangunan secara makro 
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b) Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimun 

yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUMKM 

c) Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUMKM 

d) Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang 

meliputi, pemberian pendoman, pelatihan, arahan dan supervisi di 

bidang KUMKM 

e) Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUMKM 

f) Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUMKM 

g) Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUMKM 

h) Menerapkan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil 

menengah 

i) Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi 

j) Dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi 

bagi KUKM 

k) Memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar 

KUMKM serta kerjasama dengan badan lainya. 

Dari penjelasan dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM 

memiliki tugas dan wewenang untuk dapat membina dan memberdayakan 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan tujuan untuk dapat 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membagun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar. 
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b. Kewirausahaan Koperasi 

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam 

berusaha secara koperatif dengan mengambil prakrsa inovatif serta 

keberanian mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko 

dan berpegang teguh pada prinsip indentitas koperasi dalam mewujudkan 

terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama.  

    Tugas utama wirausaha koperasi adalah mengambil prakarsa inovatif, 

artinya berusaha mencari, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada 

demi kepentingan bersama. Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan 

oleh anggota, manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi 

dan katalis yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi.
27

 

B. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (PLUT-KUMKM) 

1. Pengertian Pusat layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (PLUT KUMKM) 

Merupakan sebuah lembaga yang bersifat nirlaba dan senantiasa 

memberikan layanan kepada koperasi dan para pengusaha mikro kecil dan 

menengah. PLUT KUMKM mengintegrasikan berbagai layanan dalam 

satu atap dan mampu memberikan solusi bagi pengusaha KUMKM secara 

komprehensif dan efektif. Bentuk-bentuk layanan dalam satu atap meliputi 

konsultasi, pelatihan, pendampingan dan advokasi, pengembangan 

kelembagaan koperasi dan UMKM maupun lembaga PLUT KUMKM 
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sendiri. Dan promosi serta rujukan layanan yang spesifik, baik bersifat 

finansial maupun non finansial.
28

 

a. Dasar hukum PLUT KUMKM 

1) Peraturan Menteri Koperasi No: 02/per/M.KUMKM/I/2016, tanggal 

17 Februari 2014 tentang pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

2) Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan UKM 

No:08/PER/DEP.4/IV/2016 tentang petunjuk teknis Pusat Layanan 

Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM tahun 2016 

b. Peranan Pusat Layanan Usaha Terpadu  Koperasi Usaha Mikro Kecil 

Menengah (PLUT KUMKM) 

 Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap 

sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang 

melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam 

kemasyarakat. Posisi dalam masyarakat merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini Soekanto berpendapat 

peranan mencakup tiga hal: 
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1) Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi oleh 

tempat dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian dalam 

peraturan yang membatasi kehidupan masyarakat. 

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dan organisasi 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

dari struktur sosial. 

c. Bentuk-bentuk layanan 

1) Pendampingan 

Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dapat 

melakukan pendampingan yang bertujuan agar UMKM dapat 

berkembang dengan baik. Wujud dari pendampingan misalnya 

dengan pemberian informasi, jasa konsultasi, akses perbankan dan 

lain-lain. Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia memberikan pelayanan bagi UMKM 

berupa informasi data mengenai Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah, lembaga pengembangan bisnis, Pengembangan 

Grosir dan Ritel. Demikian juga memberikan informasi tentang 

bagaimana memulai suatu usaha, memperoleh permodalan atau 

biaya, regulasi dan pemasaran. 

a) Bidang Kelembagaan 

Meliputi pembentukkan dan pemantapan kelembagaan 

Koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, penguatan sentra UKM, 
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pendataan, pendaftaran dan perijinan KUMKM serta advokasi 

perlindungan KUMKM.
29

 Seperti halnya paten dan merek dagang 

dan hak cipta merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan 

terutama untuk melindungi penemuan, identitas dan nama 

perusahan serta keorisinilan produk-produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan.
30

 

 Dalam proses perizinan pemerintah setahap demi setahap 

mulai memberlakukan perizinan usaha yaitu dimulai dari usaha 

kecil yang sudah memiliki tempat kegiatan usaha yang tetap. 

Perizinan dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan, 

pengarahan, dan pengawasaan kegiatan usaha.
31

 

b) Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang ada dalam 

organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan 

melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan suatu 

organisasi.
32

 Sumber daya organisasi secara umum dapat 

dibedakan ke dalam dua hal, yaitu sumber daya manusia meliputi 

seluruh individu yang terlibat dalam organisasi dan masing-

masing memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Sedangkan sumber dana non manusia terdiri 

dari sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material. 
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Sumber daya manusia merupakan suatu modal besar yang paling 

utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya 

manusia maka roda dalam organisasi suatu perusahan tidak akan 

bergerak. 

  Sumber daya manusia dapat didefinisakan sebagai individu 

yang meracang dan memproduksi keluaran dalam rangka 

pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia yang 

membuat sumber daya lain dapat berjalan untuk mengerakkan 

roda dalam suatu organisasi.
33

 

  Permasalahan perencanaan sumber daya manusia di negara 

berkembang adalah keinginan untuk membangun negara secepat 

mungkin dengan mobilisir sumber-sumber daya yang masih 

terpendam untuk mengatasi keterbelakangan yang berabad-abad. 

Dan masalah yang sedang dihadapi negara berkembang seperti 

Indonesia adalah cepatnya laju perkembangan yang 

mengakibatkan besarnya angkatan kerja. 

  Dari permasalahan Sumber Daya Manusia yang masih 

kurang memadai yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

pelatihan sebagaimana dituliskan pada buku Basir Barthos 

sebagai berikut: latihan kerja harus sesui kebutuhan pasar dan 

kesempatan kerja, latihan kerja senantiasa sesuai dangen 
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perkembangan zaman dan latihan kerja merupakan kegiatan yang 

bersifat terpadu dalam arti proses kaitan dengan pendidikan, 

latihan, dan pengembangan satu dengan yang lain.
34

 

c) Pembiayaan  

  Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Persetujuan atau  

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

setelah jangka waktu tertentu.
35

 

  Pengusaha UMKM yang mengajukkan pinjaman ke bank, 

namun belum dapat memenuhi persyaratan seperti diketahui bank 

sangat ketat dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, bank 

biasanya menganalisis kelayakan usaha kita dengan menggunkan 

metode 5C yakni character, (karakter pribadi), capacity 

(kapasitas), dan capital (modal), condition (kondisi), collateral 

(jaminan), jika salah satu saja tidak terpenuhi dari persyaratan 

tersebut tidak dapat dipenuhi, maka bank akan menolak 

permohonan kredit yang diajukkan.
36
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d) Pemasaran 

  Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk 

mencapai tujuan-tujuan keorganisasian berupa keharusan agar 

perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih efektif, dibanding 

dengan pihak pesaingnya dalam menciptkan, memberikan, dan 

mengkomunikasikan nilai untuk para pelanggan pada dasar 

sasaran yang terpilih.
37

 

  Dalam hal pemasaran, pengusaha pemula dihadapkan pada 

terbatasnya informasi pasar yang dapat dijangkau, keterbatasan 

kemampuan untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan 

keinginan pasar, serta tekanan-tekanan persaingan dari pengusaha 

UMKM yang telah telah eksis sebelumnya. 

2) Pembinaan  

Pembinaan menurut Mifta Thoha adalah suatu tindakan, 

proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini 

adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas 

berbagai kemungkinan berkembang atas sesuatu.
38

 

Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah juga dapat 

mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk mamajukkan UMKM. 

bentuk pembinaan dan pelatihan misalnya berupa pelatihan teknis 

lokakarya seminar, studi banding, membangun kerjasama/mitra 
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usaha dengan perusahaan-perusahaan lain atau memberi 

kesempatan pada UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Sasaran dari pembinaan UMKM adalah meningkatnya jumlah 

pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh 

dan mandiri, sehingga pengusaha ekonomi tersebut dapat berperan 

dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha 

nasional dipasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi 

antar sektor dan atar golongan. 

Ada dua aspek pembinaan UMKM yang harus diperhatikan 

adalah pertama, sumber daya manusia apakah meningkatkan 

kualitas SDM atas usaha sendiri atau dorongan dari pihak luar. 

Kedua pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri atas 

beberapa hal antara lain berencana, dilaksanakan dan pengawasan. 

Dalam mengevaluasi pembinaan UMKM, pertama dimulai 

dengan proses peningkatan, kemampuan mengelola (manajemen) 

di bidang pemasaran, keuangan dan personalia. Kemudian 

meningkatkan kemampuan kegiatan operasional dan yang 

terpenting adalah kemampuan dalam mengendalikan bisnis. 

Apabila UMKM sudah siap untuk bersaing terutama dalam 

perdagangan internasional, UMKM harus mampu menerima dan 

mengadaptasi teknologi, kemudian mampu melaksanakan inovasi. 
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 Adapun tujuan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) adalah:
39

 

a. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar 

b. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan 

memperkuat struktur modal 

c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen 

d. Meningkatkan akses dan pengusaan teknologi 

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

1 . Kosep dan Definis UMKM 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau 

badan usaha di semua sektor.  Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM sebagai berikut:
40

 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diataur dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung mupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 
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besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang ini. 

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

2 . Asas danTujuan  

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan:
41

 

a. Kekeluargaan 

b. Demokrasi ekonomi 

c. Kebersamaan 

d. Efisiensi berkeadilan 

e. Berkelanjutan 

f.   Berwawasan lingkungan 

g. Kemandirian 

h. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 
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3 . Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan  

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
42

 

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakasa sendiri. 

b. Dan Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan, 

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorietatasi pasar 

sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan, 

e. Peyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara 

terpadu 

4 . Tujuan Pemberdayaan  

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: 

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang dan berkeadilan 

b. Menumbuhakan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan, 

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan 
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5 . Kriteria 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
43

 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bagunan tempat usaha 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 

b. Kriteria Usaha Kecil Sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bagunan 

tempat usaha 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bagunan 

tempat usaha 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 

3) Kriteria sebagaimana di maksud pada ayat 1, 2, 3 nominalnya dapat 

diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur 

dengan Peraturan Presiden 
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d. Penumbuhan Iklim  

Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha 

dengan menetapkan peraturan perundang-undagan dan kebijakan yang 

meliputi aspek:
44

 

1) Pendanaan 

 Aspek pendanan sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a 

ditunjukan untuk: 

a) Memperluas sumber pendanan dan memfasilitasi usaha Mikro 

Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan 

dan lembaga keuangan bukan bank. 

b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas 

jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah 

c) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara 

cepat, tepat, murah, dan tidak dsikriminatif dalam pelayanan 

sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan 

d) Membantu para pengusaha UMKM Mikro, dan Usaha Kecil 

untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan 

lainya yang disediakan perbankan dan lembaga keuangan. 

2) Sarana dan prasarana 

a) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 

mengembangkan pertumbuhan  Usaha Mikro dan Kecil 
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b) Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha 

Mikro dan Kecil 

c) Informasi usaha
45

 

a) Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data jaringan 

informasi bisnis 

b) Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, 

sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan 

teknologi mutu dan 

c) Memberikan jaminan transparasi dan akses yang sama bagi 

semua pengusaha UMKM Mikro, Kecil, dan Menengah atas 

segala informasi usaha 

3)  Kemitraan
46

  

a) Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 

b) Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

dan Usaha Besar 

c) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 

dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

d) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 

dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. 
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e) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

f) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin 

tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi 

konsumen 

g) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha 

oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

4) Perizinaan usaha 

a) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 

sistem pelayanan terpadu satu pintu 

b) Membebaskan biaya perizinaan bagi Usaha Mikro, dan 

memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha kecil. 

5) Kesempatan berusaha 

a) Menentukkan peruntukan tempat usaha yang meliputi, 

pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi setra industri, 

lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang 

wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainya 

b) Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 

kecil di Subsektor perdagangan ritel 

c) Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah 
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d) Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha 

Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung 

e) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan 

6) Promosi dagang
47

 

a) Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro Kecil, dan 

Menengah di dalam negeri dan luar negeri 

b) Memperluas sumber pendanaan untuk promosi Produk Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah di dalam negeri dan luar negeri 

c) Memberikan insetif dan tata cara pemberian insetif untuk Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan 

pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk 

dalam dan luar negeri 

d) Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas 

produk dan desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 

kegiatan usaha dalam dan luar negeri. 

7) Dukungan kelembagaan 

Mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga 

layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan 

lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 
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8) Pengembangan Usaha 

  Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi 

pengembangan usaha dalam bidang: 

a) Produksi 

1. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta 

kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

2. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan 

prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan 

penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 

b) Pemasaran 

1. Menyebarluaskan informasi pasar 

2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran 

3. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran 

dan distribusi 

c) Sumber Daya Manusia 

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 

2. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial 

3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan 

pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan 
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penyuluhan, motivasi  dan kreativitas bisnis dan penciptaan 

wirausaha. 

D. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Dalam pembagunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan 

sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar 

penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil 

baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut 

menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan 

pembagunan.
48

 

 Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin 

terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan 

semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak 

globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UKM saat ini 

dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat 

perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM diharapkan dapat tercapai di 

masa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan 

memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.  

E.  Permasalahan UMKM
49

 

a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. 

Keuangan inklusif perlu dimaksudkan dalam program pengembangan 

                                                           
48

Tiktik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil /Menengah dan 

Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal 20 
49

Irfan Syauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), hal 132 



47 

 

lembaga keuangan. Pernyataan modal perlu disertai dengan 

pembimbingan sistem manajemen 

b. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengusaha UMKM. 

Kemampuan manajerial para pengusaha UMKM perlu ditingkatkan. 

Begitu pula  dengan sistem kaderisasi perlu dibangun.  

c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah 

berkembang akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal 

oleh UMKM 

d. Akses informasi usaha masih rendah 

e. Belum berjalan kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar 

pengusaha UMKM, usaha besar dan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) 

  Dari permasalahan diatas, ada persoalan yang umum untuk semua 

UMKM dinegara manapun, khususnya di Negara sedang berkembang. 

Rintangan tersebut diantaranya, keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, 

distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan infomasi mengenai 

peluang usaha, kualitas SDM yang masih rendah, ketidakpastian peraturan-

peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak menentu.
50
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F. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Pemberdayaan secara konseptual berasal dari katab “Power” yang berarti 

kekuasaan atau keberdayaan. Karena kekuasaan seringkali dikaitkan dengan 

kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, 

terlepas dari keinginan minat mereka.
51

 

 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk konkret 

terhadap para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, sektor 

ini memang selama ini menjadi motor inovasi dalam pertumbuhan ekonomi 

nasional. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran 

strategis dan krusial untuk mewujudkan pembagunan yang lebih merata dan 

berkeadilan. 

 Struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai 

ketimpangan, dalam hal ini peran dari lembaga untuk menyedian layanan 

penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha 

kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai mitra usahanya. Dalam 

sistematika pemberdayaan ekonomi pada tingkat individu mengacu kepada 

pengembangan sumber daya manusia yang mandiri, sehingga pemberdayaan 

diarahkan kepada kecakapan hidup untuk menghindarkan manusia dari 

kemiskinan.  

 Pemberdayaan pada mantra ekonomi juga dapat dilakukan dengan 

menanamkan sikap semangat kerja serta peningkatan kreativitas mengatasi 
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masalah kerja, dengan menjadikan suatu pekerjaan menjadi berkualitas, 

produktifitas, ekonomis, efektif dan efisien, serta peningkatan skil.
52

 

 Dalam proses pemberdayaan UMKM meliputi beberapa indikator 

pemberdayaan sebagai berikut:
53

 

1. Pendanaan adalah penyediaan sumber dana, tata cara dan persyaratan 

untuk pemenuhan kebutuhan bagi pemberdayaan usaha kecil. Terdapat 

tiga kebijakan utama dalam hal pendanaan yaitu memperluas sumber 

pendanaan, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan dan 

memberikan kemudahan dalam hal pendanaan. 

2. Pengolahan adalah pemberdayaan yang dilakukan dalam produski 

terkait akses bahan baku, peningkatan kualitas produk, serta 

diversifikasi produk. 

3. Sumber Dana Manusia dalam hal ini pengembangan bidang sumber 

daya manusia dapat didan mlakukan dengan memasyarakatkan dan 

membudayakan kewirausahaan , meningkatkan kentrampilan teknis, 

manajerial serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan 

dan pelatihan untuk melakukan pendidikan pelatihan, motivasi, 

kreativitas bisnus dab penciptaan usaha baru.  

4. Kelembagaan dalam kaitanya tentang pembentukan dan pemantapan 

kelembagaan koperasi dan UMKM, fasilitas legalitas, penguatan sentra 

UKM, pendataan dan pendaftraan perijinan UMKM 
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5. Pemasaraan dalam pemberdayaan terkait informasi pasar, promosi serta 

peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan 

kemitraan, serta pemanfaatan IT dan database yang terkait 

pengembangan KUMKM. 

G. Kesejahteraan Pengusaha UMKM 

1. Pengertian dan indikator kesejahteraan  

Kesejahteraan menurut Sawidak yang dikutip oleh Euis Sunarti pada 

indikator keluarga sejahtera: sejarah pengembangan, evaluasi dan 

keberlanjutannya merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh 

seseoarang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun 

demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang 

bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh 

dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.
54

 

Konsep Kesejahteraan sangat beragam bergantung pada persepektif 

apa yang digunakan. Dalam hal ini terdapat ada 4 indikator tentang konsep 

kesejahteraan sebagai berikut: 1.Sistem nilai islami, 2. Kekuatan ekonomi, 

3. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, 4. Keamanan dan 

keterlibatan sosial.
55
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Badan koordinasi keluarga berencana nasional menentukan indikator 

tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, 

adapun indikator tersebut meliputi:56
  

1. Enam indikator tahapan keluarga sejahtera I (KS I) dengan kriteria 

sebagai berikut:  

a) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih 

untuk meminimalisir pengeluaran sehari-hari.  

b) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/ pergi/ bekerja/ 

sekolah. Hal itu merupakan salah satu bentuk mengikuti 

perkembangan zaman. 

c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding 

yang layak untuk ditempati.  

d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

Dalam hal ini, sudah terdapat pelayanan yang baik untuk pengobatan 

masyarakat.  

e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB maka masyarakat pergi ke 

sarana pelayanan kontrasepsi yang disediakan oleh layanan 

kesehatan.  

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Berkaitan 

dengan hal itu usia yang produktif dapat menyelesaikan 

pendidikannya hingga 12 tahun.  
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2. Delapan indikator keluarga sejahtera II (KS II), meliputi:  

a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama. 

Terkait dengan hal itu, sesama anggota keluarga ada interaksi untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang agama.  

b) Paling tidak seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan lauk 

daging/ikan/ telur. 

c) Seluruh anggota keluarga setidaknya memperoleh satu stel pakaian 

baru dalam setahun  

d) Luas lantai paling kurang 8m2 untuk tiap penghuni ada seseorang 

atau lebih anggota keluarga yang sudah bekerja untuk memperoleh 

penghasilan sendiri.  

e) Anggota keluarga umur 10-60 bisa baca tulis latin. 

f) Keluarga sejahtera tahap III meliputi,  

g) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, hal tersebut 

terlihat dengan banyaknya orang tua yang memilih pendidikan non 

formal yakni pesantren untuk anaknya.  

h) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan 

barang 

i) Keluarga makan bersama paling tidak sekali sehari untuk 

berkomunikasi antar anggota keluarga.  

j) Keluarga sering berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggalnya.  

k) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ TV/ radio  
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3. Keluarga sejahtera tahap III Plus, Meliputi:  

 Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan  

material untuk kegiatan sosial sebagai wujud rasa empati. Ada anggota 

keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ 

institusi masyarakat. Misalnya perangkat desa.  

Selain berbicara mengenai indikator kesejahteraan yang pada ada 

dasarnya hal tersebut akan dijadikan acuan dalam menganalisis tingkat 

kesejahteraan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yakni 

mengenai 5 tahap tingkatan kesejahteraan keluarga:  

1) Tahapan Keluraga Pra Sejahtera yaitu kelurga yang tidak memenuhi 

salah satu dari 6 indikator keluarga sejahtera I atau “indikator 

kebutuhan dasar keluarga”  

2) Tahapan keluarga sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 

indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 

indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis 

3) 3 Tahapan keluarga sejahtera II Yaitu memenuhi 6 indikator tahapan 

KS I dan 8 indikator Ks II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 

indikator keluarga seajahtera III atau indikator pengembangan  

4) Tahapan keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 

indikator KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III plus\ 

5) Tahapan keluarga sejahtera IV yaitu keluarga mampu memenuhi 6 

indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS II, 5 Indikator KS 

III serta 2 indikator tahapan selanjutnya. 
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2. Upaya meningkatkan kesejahteraan 

a. Membuka lapangan pekerjaan 

b. Bantuan dana sebagai modal usaha 

c. Membangun fasilitas yang memadai 

d. Program pelatihan usaha 

e. Menyediakan sarana untuk dapat memperlancar pemasaran hasil 

produksi dan jasa 

3. Pengusaha UMKM 

Pengusaha adalah orang yang bekerja mandiri, menjadi pengusaha lebih 

baik daripada pekerjaan atau karir. Dalam kontes kewirausahaan terdapat 

dua terminologi yang berbeda konsep namun memiliki kesamaan dalam 

praktik kedua terminologi itu adalah entrepreneurship dan 

intrapreneurship. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan 

mengelola usaha sendiri (menjadi bos untuk dirinya sendiri), 

intrapreneurship diartikan sebagai kemampuan menerapkan konsep 

wirausaha dalam mengelolausaha milik orang lain (memiliki bos atau 

atasan yang bukan dirinya sendiri)
57

 

H. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Alief Rakhman dan Bhimo Rizky Samodra
58

 tujuan dalam 

penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan 

oleh pihak dinas terhadap pengusaha UMKM batik di kampung batik Laweyan. 
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Penelitian  menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan 

data yang diperoleh melalui observasi partisipasi, wawancara dan studi 

dokumentasi terhadap sumber data yang diperlukan. Hasil penelitian 

menunjukkan dalam menghadapi perdangangan bebas pengusaha UMKM batik 

kampung laweyan selalu memperbarui produk-produknya hal tersebut terbukti 

dari sebagian pengusaha yang telah merumuskan dalam bisnisnya, selalu 

berinovasi dalam berproduksi dan menerapkan modal sosial dalam 

mengembangkan bisnis dan bekerja sama dengan rekanan bisnis agar bisnis 

yang dijalankan tidak stagnan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

peneliti tersebut adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah, menggunakan pendekatan kualitatif dengan data 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan study 

dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti tersebut adalah tempat 

penelitian dan fokus penelitian yang dilakukan. 

 Ida Ruwaida dan Lugina Setyawati
59

, tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah catatan refleksi hasil meta riset. Adapun metode yang digunakan  

adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau kombinasi keduanya. Data 

yang diambil oleh peneliti dengan survei dengan kuesioner dan wawancara 

mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kajian mata riset dalam 

konsep pemberdayaan yang diaplikasikan dalam studi-studi punya 

kencederungan yang sama yaitu sebagai upaya penguatan dan pembinaan 
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sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersifat kelembagaan 

dan mencakup enam aspek: produksi, teknologi pemasaran, manajerial, modal 

dan kewirausahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti 

lakukan adalah tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak dinas kepada 

pengusaha UMKM. Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti lakukan 

adalah penelitian ini pengumpulan tentang berbagai riset peneltian, jenis 

pendekatan yang dilakukan dengan pengabungan antara kuantitatif dan 

kualitatif serta data yang diambil juga menggunakan survei kuesioner dan 

wawancara mendalam, sedangkan yang digunakan oleh peneliti lakukan adalah 

menggunakan fokus penelitian pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak 

dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan 

Pusat Usaha Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 

pendekatan penelitian yang lakukan dengan kualitatif dengan data yang 

diambil melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

 Penelitian yang membahas tentang pemberdayaan juga di tulis oleh 

peneliti Adil Makmur Santosa
60

 penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana upaya Pemerintah daerah memperdayakan Usaha Mikro Kecil 

untuk menjadikan sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam 

perekonomian nasional. Adapaun penelitian yang diiginakan menggunakan 

jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan 

Pariwisata Kota Bekasi telah melaksanakan strategi-strategi yang pernah 
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dilakukan Diskoperindagpar Kota Bekasi antara lain: 1) Strategi peningkatan 

kemampuan finansial, 2) pengembangan pemasaran, 3) pengembangan sumber 

daya manusia, 4) strategi pengaturan dan pengendalian. Persamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jenis pendekatan yang 

digunakan sama-sama kualitatif. Perbedaan penelitian terdapat pada tempat 

penetian dan fokus penelitian.  

  Suparnyo, Dkk
61

, dalam penelitian yang dilakukan Oleh Suparno bertujuan 

untuk mengetahui dan menjelaskan dari Implementasi Pemberdayaan UKM 

melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), dan model 

pemberdayaan UMKM yang tepat dan berkeadilan melalui program CSR. 

Hasil dari penelitian adalah implementasi program CSR bagi perusahaan rokok 

berskala besar dalam pemberdayaan belum banyak dilakukan, yang dikerjakan 

sebatas pemberdayaan masyarakat sekitar bidang sosial dan lingkungan. masih 

banyak kendala baik dari intenal maupun eksternal. Model pemberdayaan yang 

dilakukan melalui program kemintraan dengan memberikan bantuan modal 

dengan bunga ringan. Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti adalah 

jenis pendekatan yang digunakan yaitu kualitataif, serta pemberdayaan yang 

dilakukan sama-sama pengusaha UMKM. Perbedaan dari penelitian ini dengan 

peneliti fokus penelitian serta model pemberdayaan yang di lakukan. 
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  Moch. Rochjadi Hafiludin, 
62

dkk, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Pengembangan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis “Community Based Economic 

Development” (Studi pada pengusaha UMKM di Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo). Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan 

kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Hasil 

dari penelitian ini UMKM yang berada pada Kecamatan Sukodono masih 

memiliki beberapa problem yang dihadapi sangat komplek dan sumberdaya 

yang dimiliki sangat besar tetapi problem terbesar adalah sumber daya manusia 

dan permasalahan permodalan dan pemasaran. Persamaan dari penelitian ini 

dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis pendekatan 

kualititatif dengan sumber data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah 

penelitiannya lebih khusus pada Community Based Economic Development”, 

sedangkan yang peneliti lakukan bersifat umum. Selain itu fokus penelitian 

juga berbeda, tempat penelitian yang diambil juga berbeda.  

 Dwi Sepriono Nur
63

, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan untuk mengetahui faktor 

penghambat pendukung peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan 
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Dwi Sepriono Nur, Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) DI Kota Samarinda, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017) 
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini 

adalah pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM 

dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan 

memberikan kumudahan perijinan serta dukungan regulasi yang kuat agar 

UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang baik secara lokal 

maupun internasional. Dalam peningkatan pemberdayaan UKM juga ada faktor 

pendukung kegiatan yaitu pembiayaan dari perbankan serta dukungan asosiasi 

UKM, sedangkan hambatannya anggaran dan minimnya tenaga penyuluh 

UKM. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan 

kualitatif serta pemberdayaan yang diberikan kepada pengusaha UKM. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah tempat penelitian yang dilakukan, fokus 

penelitian dan lembaga yang memberdayakan.  
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I. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Koperasi 

Proses Pemberdayaan 

Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) 

 

1. Bidang Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah 

2. Bidang pengembangan 

usaha mikro 

3. Bidang promosi dan 

informasi 

Pusat Layanan Usaha Terpadu 

Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah (PLUT KUMKM) 

 

1. Kelembagaan  

2. Sumber Daya Manusia 

3. Produksi 

4. Pembiayaan 

5. Pemasaran  

 

 
Hasil, Pendukung dan Kendala Pemberdayaan 

Hasil Pemberdayaan 

1. Pengusaha UMKM mendapatkan kelegalitasan pada usahanya, 

meningkatkan pelatihan dan pendampingan usaha 

2. Pengusaha UMKM mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas 

karena sudah mendapat pendampingan, 

3. Produk dari UMKM akan menjadi lebih berkualitas, 

4. Pengusaha UMKM akan lebih paham tentang proses 

pengolahan dan pemasaran yang baik 

Pendukung Pemberdayaan 

1. Anggaran dan program yang jelas 

2. Tersedia galeri sebagai wadah pemasaran produk 

3.  Banyak pengusaha UMKM yang antusias mengikuti pelatihan 

Kendala Pemberdayaan 

1. Terbatas anggaran 

2. Teknologi yang kurang 

3. SDM yang sesuai dengan kemampuanya masih kurang 
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Hasil dan Kendala 

Pemberdayaan 

Implikasi dari pemberdayaan 

Pengusaha UMKM 

dalam usaha 

 

1. Mendapatkan 

peningkatan 

kualitas dari 

usahanya karena 

mendaptkan 

pendampingan dan 

pelatihan 

2. Pengusaha UMKM 

mendapatkan 

legalitas usaha 

3. Mendapatkan 

tenaga kerja yang 

memadai 

4. Produk yang sudah 

layak edar akan 

mendapatkan 

sertifikat halal, 

merk, paten 

5. Pengusaha UMKM 

lebih mandiri 

6. Dapat 

meningkatkan 

mitra kerja 

7. Dalam pembiayaan 

dapat bekerja sama 

dengan lembaga 

perbankan maupun 

non perbankan  

 

 

 

 

Pengusaha UMKM dalam 

kesejahteraan  

 

1. Mendapatkan 

membuka lapangan 

pekerjaan 

2. Menambah 

pendapatan keluarga 

3. Meningkatkan 

kesejahteraan 

keluarga 

4. Mendapatkan 

pengalaman dari 

pelatihan dari dinas 

5. Menambah jaringan 

usaha 

6. Kebutuhan material 

terpenuhi 
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  Penelitian Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Dinas  

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pusat Layanan 

Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM)   

yang berimplikasi bagi kesejahteraan pengusaha UMKM di Kabupaten 

Tulungagung. Pada penelitian ini peneliti mengunakan dua sumber data yaitu 

sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data. 

Data sekunder terlebih dahulu, tentang  Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMKM) dan Serta Pusat Layanan Usaha 

Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Makro (PLUTKUMKM) untuk 

mempersiapan segala hal yang akan dilalukan saat proses pencarian data baik 

melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait. 

Dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas pihak terkait akan berimplikasi 

bagi pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagun
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